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ABSTRACT; Higher education is a level of formal education in Indonesia. Just
like formal education below, the government has also established standards in the
management of higher education to ensure the quality of education in Indonesia.

These standards are regulated in Law No. 12 of 2012 Article 54 concerning Higher
Education (SN PT (which is determined by the Minister at the suggestion of a body
tasked with compiling and developing National Higher Education Standards which

are determined by each tertiary institution with reference to the National Higher
Education Standards. The Ideal Foundation for Regulated Higher Education

Management Article 62 of Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education states
that: (1) Higher Education Institutions have the autonomy to manage their own
institutions as centers for implementing the Tridharma, (2) The autonomy of
Higher Education management as referred to in paragraph (1) is carried out in
accordance with the basis and objectives as well as the capabilities of Higher
Education Institutions, (3) The basis and objectives as well as the ability of Higher
Education Institutions to carry out autonomy as intended in paragraph (2) are
evaluated independently by the Higher Education Institutions, (4) Further
provisions regarding evaluation of the basis and objectives as well as the ability
of Higher Education Institutions to implement autonomy as intended in paragraph
(3) is regulated in a Ministerial Regulation. A higher education institution is
declared to be of quality if it meets at least the 8 SNPs (minimum standards) as
described above. If it is able to exceed these 8 types of standards, both in terms of
the type and substance of these standards, then the higher education institution is
declared to have carried out continuous quality assurance Determination of
Higher Education Quality Standards Determination of quality standards at each
level is carried out based on the vision and needs of stakeholders. Quality
standards for every aspect of higher education are a deductive explanation of the
higher education's vision, and inductive fulfillment of the needs of higher
education stakeholders. Other Standards (Beyond SNP) Vision of Higher
Education Higher Education Initiatives Needs of Stakeholders 8 Types of SNP
(Minimum Standards) Required by PP No.19/2005, the step in determining higher
education standards is Mapping of Higher Education Components and Sub-
Components as the basis for preparing quality standards for each sub-component,

Formulation of Quality Standards for Each Sub-Component. The formulation of
quality standards for each sub-component must be based on the vision of the
university and the needs of stakeholders. The output of the second step is in the
form of quality standards for each sub-component, but in the quality assurance
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process of course we are faced with problems or The main problems in the world
of education that impact the management of education as well as higher education.

Keywords: Higher Education, Higher Education Standards.

ABSTRAK; Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal yang ada di
Indonesia. Sama seperti pendidikan formal di bawahnya, dalam pengelolaan
pendidikan tinggi juga telah ditetapkan standarisasi oleh pemerintah guna
menjamin mutu kualitas pendidikan di Indonesia. Standar tersebut di ataur dalam
undang-undang No. 12 tahun 2012 Pasal 54 tentang Pendidikan tinggi (SN PT(
yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan
mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap
perguruan tinggi dengan mengacu pada standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Landasan Ideal Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no
12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi
memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat
penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan
serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan
Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk
melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Menteri. Perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila minimal
memenuhi SNP (standar minimal) yang berjumlah 8 macam sebagaimana
digambarkan di atas.mampu melampaui 8§ macam standar tersebut, baik dari
macam maupun substansi standar tersebut,maka perguruan tinggi itu dinyatakan
telah melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan . Penetapan Standar Mutu
Perguruan Tinggi Penetapan standar mutu pada masing-masing tingkat dilakukan
dengan mendasarkan pada visi dan kebutuhan stake holders. Standar mutu dari
setiap aspek dari perguruan tinggi merupakan penjabaran visi perguruan tinggi
secara deduktif, dan pemenuhan kebutuhan stake holders perguruan tinggi secara
induktif. Standar Lain (Melampaui SNP) Visi Perguruan Tinggi Inisiatif Perguruan
Tinggi Kebutuhan Stake holders 8 Jenis SNP (Standar Minimal) Diwajibkan oleh
PP No.19/2005 adapun langkah dalam penetapan standar pendidikan Tinggi adalah
Pemetaan Komponen dan Sub Komponen Perguruan Tinggi sebagai dasar
penyusunan standar mutu pada setiap sub komponen, Perumusan Standar Mutu
Setiap Sub Komponen.Rumusan standar mutu pada setiap sub komponen harus
didasarkan pada visi perguruan tinggi dan kebutuhan stakeholdersKeluaran
langkah kedua berupa standar mutu untuk setiap sub komponen, namun dalam
proses penjaminan mutu tentu saja kita dihadapkan pada problem atau permasalah
utama dalam dunia pendidikan yang berimbas pada pengelolaan pendidikan
begitupun pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Pendidikan Tinggi, Standar Pendidikan Tinggi.
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PENDAHULUAN

Pembangunan di berbagai aspek membuat ketersediaan sumberdaya manusia yang
berkualitas. Sementara SDM berkualitas hanya dapat terwujud jika di dukung dengan adanya
pendidikan dan pembinaan yang baik. Salah satunya adalah pendidikan tinggi. Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan perguruan tinggi Islam yang pengelolaannya
berada di bawah Kementerian Agama.Secara teknis akademik, pembinaan perguruan tinggi
keagamaan Islam negeri dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik  Indonesia(Kemristekdikti).Sedangkan secara fungsional dilakukan oleh
Kementerian Agama.Saat ini Perguruan Tinggi Islam terdiri dari tiga jenis, yaitu universitas,
institut, dan sekolah tinggi.Contoh yang negeri, Universitas Islam Negeri (UIN), Institut
Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).Untuk
mencapai kualitas pendidikan tinggi, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 12
tahun 2012 Pasal 54 tentang Pendidikan tinggi (SN PT( yang ditetapkan oleh Menteri atas usul
suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan
Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standart Nasional
Pendidikan Tinggi.

Sama halnya dengan pendidikan lainnya dalam standart perguruan tinggipun ada standar
pengelolaan pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Standar yang telah ditentukan oleh
pemerintah demi mencapai mutu pendidikan yang berkualitas. Dengan output yang terbaik.
Untuk pengelolaan standart mutu setiap perguruan tinggi sudah dapat dipastikan harus
mengacu pada standar Nasional yang telah ditetapkan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi
merupakan Kritieria Minimal tentang pembelajran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan
tinggi.! Dalam permenristekdikti, No. 44 tahun 2015, pasal 3 dijelaskan SNPT bertujuan untuk
perguruan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa, memajukan
ilmu pengetahuan dan tehnologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan
pemberdayaan bangsa. Serta agar menjamin agar pembelajaran pada program studi penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh
wilayah Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan . mendorong agar
perguruan tinggi di Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat melampaui kriteria yang dietapkan. Namun dalam prosesnya tentu saja

terdapat problem, permasalahan dan hambatan di dalam mewujudkan mutu pendidikan tinggi
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di Indonesia. Tentu kita membutuhkan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan
permaslahan tersebut. Maka sebelum mencari solusinya kita harus mengetahui terlebih dahulu
permasalahan-permasalahan yang terjadi kemudian menjabarkan, menguraikan dan mencari

penyelesaian dari permaslahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Metode
penelitian studi literatur adalah teknik pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan
cara mempelajari dan mengevaluasi bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan,
dan dokumen lainnya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Metode ini sering
digunakan dalam penelitian di berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sosial, sastra, sejarah, dan
lain sebagainya.

Keuntungan dari metode penelitian studi literatur antara lain dapat menghemat waktu
dan biaya, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta dapat memberikan wawasan
yang luas mengenai topik penelitian. Namun demikian, metode ini juga memiliki kelemahan
seperti terbatasnya bahan-bahan yang dapat diakses, rentan terhadap bias penulis, serta

kesulitan dalam menemukan informasi yang terbaru dan terkini

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Pengelolaan Pendidikan

Kata lain pengelolaan adalah manajemen. Manajemen diartikan sebagai perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.Manajemen berhubungan dengan
pengelolaan lembaga atau organisasi yang merancang perencanaan dan pelaksanaannya.
Manajemen pendidikan didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara
efektif dan efisien (Usman, 2006: 7).? Proses manajemen adalah jenis pekerjaan memanfaatkan
aktivitas manusia dalam suatu pola kerja sama dalam upaya mencapai tujuan dengan cara-cara
yang efektif dan efisien. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendikan
Nasional menyebutkan bahwa pengelolaan pendidikan adalah pengaturan wewenang dalam
penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/ kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan

pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan
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nasional. Jika penyelenggaraan pendidikan terlaksana dengan baik, maka keluaran yang

dihasilkan juga akan baik.

Fungsi pengelolaan pendidikan

mengikuti fungsi manajemen pada umumnya, yaitu meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengembangan.Perencanaan adalah
penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan
yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan pada tindakan apa yang harus
dilakukan? Apakah sebab tindakan itu harus dikerjakan?Dimanakah tindakan
itu harus dikerjakan?Kapankah tindakan itu harus dikerjakan? Siapakah yang akan
mengerjakan tindakan itu? Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu? (Usman, 2006:
7). Pengorganisasian adalah proses membagi kerja kedalam tugas-tugas yang lebih kecil,
membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan
mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas
pencapaian tujuan organisasi (Kurnaidin, et.al, 2012: 129). Dalam sebuah organisasi
membutuhkan seorang pemimpin.l Pekerjaanl pemimpinl meliputil beberapal kegiatan,l
yaitul mengambill keputusan,] mengadakanl komunikasil agarl adal salingl pengertianl
antaral atasanl danl bawahan,| memberil semangat, inspirasil danl doronganl kepadal
bawahanl agarl merekal melaksanakanl apal yangl diperintahkan.] Pengarahanl adalahl
fungsil pengelolaanl yangl berhubunganl denganl usahal memberil bimbingan,] saran,l
perintah-perintahl ataul instruksil kepadal bawahanl dalaml melaksanakanl tugasl masing-
masing,] agarl tugasl dapatl dilaksanakanl denganl baikl danl benar-benarl tertujul padal
tujuanl yangl telahl ditetapkanl semula.l Pengawasanl adalahl prosesl penentuanl apal
yangl dicapai.l Berkaitanl standarl apal yangl sedangl dihasilkan,] penilaianl pelaksanaan,l
sertal bilamanal perlul diambill tindakanl korektif.l Inil yangl memungkinkanl
pelaksanaanl dapatl berjalanl sesuail rencanal (Fattah,] 2005:1 102-105).

Pengawasanl merupakanl fungsil pengelolaanl yangl berhubunganl denganl usahal
pemantauanl kinerjal agarl kinerjal tersebutl terarahl danl tidakl melencengl daril aturanl
yangl sudah ditetapkanl danl pemantauanl berfungsil sebagail medial agarl kinerjal
tersebutl terarahl danl tersampaikanl secaral tepat.l Pengembanganl adalahl fungsil
pengelolaanl yangl harusl dijadikanl tolakl ukurl Permenristekdiktil RIl No.l 441 Tahunl
20151 membahasl standardisasi,] pengelolaanl pendidikanl yangl diselenggarakanl olehl
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satuanl pendidikanl tinggil meliputil Standarl Nasionall Pendidikan,] ditambahl denganl
Standarl Nasionall Penelitian,] danl Standarl Nasionall Pengabdianl kepadal Masyarakat.l
Standarl Nasionall pendidikanl mencakupl Standarl kompetensil lulusan;l 1.1 Standarl
isil pembelajaran;l 2.Standarl proses;l 3.Standarl penilaianl pembe-lajaran;l 4.Standarl
dosenl danl tenagal kependidikanl 5.Standarl saranal danl pra-saranal pembelajaran;l
6.Standarl pengelolaanl pembelajaran;l danl Standarl pembiayaanl pembelajaran.l Standarl
prosesl penelitian,] terdiril dari:l 1.Standarl hasill penelitian;l 2.Standarl Isil penelitian;l
3.Standarl prosesl penelitian;l 4.Standarl penilaianl pene-litian;l 5.Standarl peneliti;l
6.Standarl saranal danl pra-saranal penelitian;]l 7.Standarl pengelolaanl pene-litian;] danl
8.Standarl pendanaanl danl pembiayaanl penelitian.l Standarl Nasionall Pengabdianl
kepadal Masyarakatl (PKM),l terdiril dari:l 1.Standarl hasill PKM;l 2.Standarl isil PKM;l
3.Standarl prosesl PKM;l 4.Standarl penilaianl PKM;l 5.Standarl pelaksanal PKM;l
6.Standarl saranal danl pra-saranal PKM;l 7.Standarl pengelolaanl PKM;l 8.Standarl
pendanaanl danl pembiayaanl PKM.I Penelitianl inil lebihl difokuskanl padal pengelolaanl
Pascasarjanal dil PTKI,] khususnyal kinerjal penelitianl dosenl danl minatl mahasiswa.l
Upayal meningkatkanl mutul PTKIl khususnyal dual hall tersebutl dipengaruhil olehl
inputl danl prosesl (81 SNPT).l 1)l Inputl (sumberdayal perguruanl tinggi),l meliputi:l
pimpinanl perguruanl tinggil dosenl danl saranal danl prasarana.l 2)I Prosesl
(pengembanganl perguruanl tinggi,l meliputi:l penerimaaanl mahasiswa,l kurikuluml danl
pembelajaran,] riset,] saranal danl prasarana,]l pembiayaanl danl evaluasil pendidikan.]
3)I Output,] meliputi:l meliputil akreditasil ptkil danl prestasil mahasiswal baikl

akademikl maupunl nonl akademik.l 4)] Outcome,l menghasilkanl lulusanl yangl unggul

Standarl Pengelolaanl Perguruanl Tinggi

Ruangl Lingkupl Pengelolaanl satuanl pendidikanl padal jenjangl pendidikanl tinggil
menerapkanl otonomil perguruanl tinggil yangl dalaml batas-batasl yangl diaturl dalaml
ketentuanl perundang-undanganl yangl berlaku,]l memberikanl kebebasanl danl
mendorongl kemandirianl dalaml pengelolaanl akademik,] operasional,l personalia,l
keuanganl danl areal fungsionall kepengelolaanl lainnyal yangl diaturl olehl masing-
masingl perguruanl tinggi.l Setiapl satuanl pendidikanl dikelolal atasl dasarl rencanal
kerjal tahunanl yangl merupakanl penjabaranl rincil daril rencanal kerjal jangkal

menengahl satuanl pendidikanl yangl meliputil masal 41 tahun.l Pengaturanl pelaksanaanl
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pengelolaanl satuanl pendidikanl yangl tidakl sesuail denganl RKATI haruslahl mendapatl
persetujuanl daril lembagal yangl berwenangl sebagaimanal diaturl melaluil SKI Rektorl
yangl sesuail denganl ketentuanl perundang-undanganl yangl berlaku.l Dalaml
perencanaanl targetl kinerja,l perencanaanl kegiatan/l kerjal danl perencanaan/l alokasil
danl pengelolaanl danal harusl melibatkanl programl studi.

Keterlibatanl aktifl programl studil harusl tercerminkanl denganl buktil tertulisl
tentangl prosesl perencanaan,l pengelolaanl danl pelaporanl sertal pertanggungjawabanl
penggunaanl danal kepadal pemangkul kepentinganl melaluil mekanismel yangl
transparanl danl akuntabel.l Fakultasl denganl semual prodinyal memilikil perencanaanl
sasaranl mutu,l perencanaanl kegiatan/l kerjal danl perencanaan/l alokasil danl
pengelolaanl danal sesuail prosedur/mekanismel yangl berlaku.l Landasanl Ideall
Pengelolaanl Perguruanl Tinggil yangl diaturl dalaml Pasall 621 UUI nol 121 tahunl
20121 tentangl Pendidikanl tinggil menyatakanl bahwa:l (1)l Perguruanl Tinggil memilikil
otonomil untukl mengelolal sendiril lembaganyal sebagail pusatl penyelenggaraanl
Tridharma,l (2)l Otonomil pengelolaanl Perguruanl Tinggil sebagaimanal dimaksudl padal
ayatl (1)l dilaksanakanl sesuail denganl dasarl danl tujuanl sertal kemampuanl Perguruanl
Tinggi,l (3)] Dasarl danl tujuanl sertal kemampuanl Perguruan.

Tinggil untukl melaksanakanl otonomil sebagaimanal dimaksudl padal ayatl (2)I
dievaluasil secaral mandiril olehl Perguruanl Tinggi,l (4)] Ketentuanl lebihl lanjutl
mengenail evaluasil dasarl danl tujuanl sertal kemampuanl Perguruanl Tinggil untukl
melaksanakanl otonomil sebagaimanal dimaksudl padal ayatl (3)l diaturl dalaml
Peraturanl Menteri.l Penyelenggaraanl otonomil Perguruanl Tinggil sebagaimanal
dimaksudl dalaml Pasall 641 UUI nol 121 tahunl 20121 tentangl Pendidkanl Tinggil
dapatl diberikanl secaral selektifl berdasarkanl evaluasil kinerjal olehl Menteril kepadal
PTNI denganl menerapkanl Polal Pengelolaanl Keuanganl Badanl Layananl Umuml ataul
denganl membentukl PTNI badanl hukuml untukl menghasilkanl Pendidikanl Tinggil
bermutu.l PTNI yangl menerapkanl Polal Pengelolaanl Keuanganl Badanl Layananl
Umuml sebagaimanal memilikil tatal kelolal danl kewenanganl pengelolaanl sesuail
denganl ketentuanl peraturanl perundang-undanganl danl standarl pusatl ataul Nasional.l

Diantaranyal :
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1. PPSM-PTI =I STANDARI NASIONALI PENDIDIKANI (SNP)
SNPI meliputil 81 (delapan)l jenisl standar,l sebagaimanal ditetapkanl dalaml Pasall

21 Ayat

(1) PP.No.191 Tahunl 20051 Tentangl SNP, yaitu:Standarl isi;Standarl proses;Standarl
kompetensil lulusan;Standarl pendidikl danl tenagal kependidikan;Standarl saranal
danl prasarana;Standarl pengelolaan;Standarl pembiayaan;] danStandarl penilaianl

pendidikan.

2. Standarl Mutul PP.1 No.191 Tahunl 20051 81 Jenisl SNPI Standarl Lain

Ditetapkanl sendiril olehl PTI :l a.l Penelitianl danl publikasib.l Pengabdianl
kepadamasyarakatl c.l Sisteml informasil d.I Kerjasamal institusionall dalaml danl luarl
negeril e.l Kemahasiswaanl f.I Suasanal akademikl g. Sumberl pendanaanl (revenuel
generating)l h.Bidangl lainl sesuail cirikhasl perguruanl tinggil yangl bersangkutan.l
Standarl Lainl (MelampauiSNP)l Mlnternallydrivenl Psll 21 ayatl (1)l PP1 Nol 19/20051.1
Standarl Isil 2.1 Sandarl Prosesl 3.1 Standarl KompetensiLulusanl 4.1 Standarl Pendidikl
danTenagal KependidikanS5.

Standarl Saranal danPrasarana6.l Standarl Pengelolaanl 7.1 Standarl Pembiayaanl 8.1

Standarl Penilaianl Pendidikanl 81 JenisSNPI1 (StandarMinimal)Wajib

3. Berbagail standarl mutul SNPI BANI DIKTII AUN-QALI Isil Eligibilitasl Sisteml

QA

Prosesl Kemahasiswaanl Mahasiswal Pembelajaranl Kompetensil —Lulusanl
Kurikuluml Kurikuluml Prodil Penelitianl Pendidikl danl Tenagal Kependidikanl Dosenl
danl Tenagal Pendukungl SDMI (Dosenl danl tenagal penunjang)l Pengabdianl kepadal
Masyarakatl Saranal danl PrasaranaKodel Etikl Pengelolaanl Pendanaanl Keuanganl
Pengembanganl SDMI Pembiayaanl Tatal Pamongl Penilaianl PendidikanPengelolaanl
Programl Manajemenl Lembagal Prosesl Pembelajaranl Suasanal Akademikl Sisteml
Informasil Sisteml Penjaminanl Mutul Lulusanl Kerjasamal Dalaml danl Luarl Negeril
Penelitianl danl Pengabdianl kepadal Masyarakatl Penelitianl danl Publikasi,] Pengabdianl
kepadal Masyarakat

Perguruanl tinggil dinyatakanl bermutul apabilal minimall memenuhil SNPI (standarl

minimal)l yangl berjumlahl 81 macaml sebagaimanal digambarkanl dil atas.mampul
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melampauil 81 macaml standarl tersebut,] baikl daril macaml maupunl substansil standarl
tersebut,makal perguruanl tinggil itul dinyatakanl telahl melakukanl penjaminanl mutul
yangl berkelanjutanl (continuousl quality improvement)l untukl Prosesl Penetapanl
Standarl Mutul Perguruanl Tinggil Penetapanl standarl mutul padal masing-masingl
tingkatl dilakukanl denganl mendasarkanl padal visil danl kebutuhanl stakel holders.l
Standarl mutul daril setiapl aspekl daril perguruanl tinggil merupakanl penjabaranl visil
perguruanl tinggil secaral deduktif,] danl pemenuhanl kebutuhanl stakel holdersl
perguruanl tinggil secaral induktif.l Standarl Lainl (Melampauil SNP)I Visil Perguruanl
Tinggil Inisiatifl Perguruanl Tinggil Kebutuhanl Stakel holdersl 81 Jenisl SNPI (Standarl
Minimal)l Diwajibkanl olehl PPl No.19/20051 adapunl langkahl dalaml penetapanl
standarl pendidikanl Tinggil adalah

PERTAMA:l Pemetaanl Komponenl danl Subl Komponenl Perguruanl Tinggil
sebagail dasarl penyusunanl standarl mutul padal setiapl subl komponen.I Pemetaanl
didasarkanl atasl SNP1 (81 macaml komponen)l danl standarl yangl melampauil SNPI
(sesuail visil perguruanl tinggil danl kebutuhanl stakeholdersl .Keluaranl daril langkahl
pertamal berupal daftarl komponenl danl subl komponen

KEDUA:1 Perumusanl Standarl Mutul Setiapl Subl Komponen.Rumusanl standarl
mutul padal setiapl subl komponenl harusl didasarkanl padal visil perguruanl tinggil
danl kebutuhanl stakeholdersKeluaranl langkahl kedual berupal standarl mutul untukl
setiapl subl komponen.Standarl mutul tersebutl harusl didiskusikanl denganl unitl padal
perguruanl tinggil yangl relevanl danl kemudianl disampaikanl kepadal Senatl Perguruanl
Tinggil untukl mendapatl persetujuan.

Identifikasil actionl untukl memenuhil Standarl Mutul proses] SDCAI berikutnyal
Manajemenl Kendalil Mutul dalamProsesl Penjaminanl Mutul Pendidikanl Tinggil
Penentuanl Standarl Mutul Auditl Butirl Mutul Continuousl Improvementl (Kaizen)l
Mutul Berkelanjutanl Sustainablel Qualityl Adal Gapantaral Standarl Mutul Danl Hasill
Auditl ?1 Yal Identifikasil actionl untukl memenuhil Standarl Mutul Laksanakanl
actionTidakl Integrasikanl padal prosesl SDCAIl berikutnyal Evaluasil Untukl
Peningkatanl Standarl Mutul Standarl Mutul Perguruanl Prosesl Mutul Perguruanl Tinggil
Mengacul padal modell penjaminanl mutul dalaml Bukul Pedomanl Penjaminanl Mutul

Pendidikanl Tinggil (Ditjenl Dikti,] 2003)] kegiatanl peningkatanl mutul termasukl dalaml
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kegiatanl kedual dalaml manajemenl pengendalianl standarl mutul ataul manajemenl
kendalil mutu.Kegiatanl penetapanl standarl barul mencakupl tahapl kegiatan:Perumusanl

tindakanl koreksi;Peningkatanl mutu;] Benchmarking;l danl Penetapanl standarl baru.

Probleml Pengelolaanl Pendidikanl Tinggil Dalaml Dunial Pendidikan

Salahl satul masalahl mendasarl yangl dihadapil perguruanl tinggil adalahl probleml
relevansil danl mutul yangl beluml menggembirakan.l Kital selalul dituntutl untukl
mencaril akarl masalahnya.l Apakahl akarl masalahnyal beradal padal kurikuluml danl
literaturl yangl diberikanl yangl tidakl terkoordinasi,l akreditasil kelembagaanl yangl
tidakl terukur,l tenagal pendidikl yangl beluml terakreditasi,]l ataul masalahl lainnya.l
Dalaml hall ini,] setidaknyal kital mencatatl berbagail kendalal mendasarl yangl adal
dalaml dunial pendidikanl tinggil yaitu:

pertama,l masihl rendahnyal kualitasl pendidik.] Masalahl inil merupakanl persoalanl
krusiall yangl harusl segeral diatasi,l karenal akanl berdampakl signifikanl terhadapl
lulusanl yang dihasilkan.] Salahl satul yangl akanl terdampakl adalahl indeksl
pembangunanl manusial (IPM)l Indonesial yangl selamal inil dinilail masihl rendah.l
Terkaitl denganl ini,]l dibutuhkanl perhatianl yangl seriusl dalaml rangkal meningkatkanl
kualitas] pendidik.l Paral dosenl harusl secaral berkelanjutanl melakukanl up-
datekemampuanl danl ilmunya,sesuail perkembanganl ilmul pengetahuanl danl teknologil
yangl terusl berjalan.

Kedua,l beluml memadainyal fasilitasl pendidikan,] hinggal kinil masihl banyakl
pendidikanl tinggil yangl beluml memilikil fasilitasl pendidikanl yangl lengkap,l sehinggal
prosesl pembelajaranl danl hasill lulusanl menjadil kurangl optimal.l Perlul diingatl
bahwal tanpal fasilitas]l yangl memadail danl relevanl denganl kebutuhan,] makal hasill
pendidikanl tidakl akanl optimal.l Hall inil padal umumnyal terjadil dil berbagail fakultasl
yangl membutuhkanl alatl peragal danl alatl praktekl dalaml prosesl pembelajaranl
sepertil fakultasl kedokteran,] fakultasl teknik,l fakultasl peternakan,l fakultasl pertanian,l
danl lainl sebagainya.

Ketiga,] masalahl efektivitasl pendidikan.] Efektivitasl pendidikanl terkaitl eratl
denganl kualitas] sumberl dayal manusial yangl dihasilkanl olehl pendidikanl tinggi.l
Namunl kenyataanl yangl sangatl memprihatinkanl adalah,] bahwal dil Indonesia,l hinggal

kinil masihl banyakl penyelenggaraanl pendidikanl tinggil yangl beluml efektif,]l sehinggal
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hanyal sedikitl pendidikanl tinggil Indonesial yangl masukl padal rankingl atasl
pendidikanl tinggil dil tingkatl dunial danl bahkanl tingkatl Asia.l Kenyataanl inil
menunjukkanl betapal parahnyal kualitasl pendidikanl tinggil dil kebanyakanpendidikanl
tinggil Indonesia,l danl tentul sajal hall inil berimplikasil padal sumberl dayal manusial
yangl dihasilkan.

Keempat,I mahalnyal biayal pendidikan.l Sebagaimanal kital ketahuil bersama,l
hinggal kinil masyarakatl masihl harusl menanggungl banyakl biaya,l sehinggal hanyal
golonganl masyarakatl mampul yangl dapatl membiayail pendidikanl anaknyal dil jenjangl
pendidikanl ini.l Meskipunl Pemerintahl menyediakanl beasiswal untukl mahasiswal daril
keluargal tidakl mampu,] namunl jumlahnyal hanyal sedikit.l Dampakl akhirl daril
kenyataanl inil adalahl ketidakadilanl dalaml memperolehl hakl atasl pendidikan.

Kelima,masalahl pengangguranl terdidik.l Pengangguranl terdidikl terkaitl denganl
kualitasl pendidikanl tinggi.l Banyaknyal lulusanl pendidikanl tinggil yangl tidakl dapatl
segeral memasukil duniakerja,] apalagil menciptakanl lapanganl kerjal sendiri,l
merupakanl permasalahanl krusiall dalaml pendidikanl tinggil dil Indonesia.l Berdasarkanl
pengamatan,l pengangguranl terdidikl dil Indonesial terusl mengalamil peningkatanl sejakl
beberapal tahunl terakhir,l sementaral jumlahl penganggurl tidakl terdidikl makinl turun.l
Denganl melonjaknyal jumlahl pengangguranl intelektuall makal tugasl pemerintahl untukl
menciptakanl lapanganl kerjal jugal akanl semakinl susah.

Danl keenam,l linkl andl matchantaral pendidikanl tinggil danl kebutuhanl akanl
sumberdayal manusial dil lapanganl kerja.l Pendidikanl tinggil bagail berjalanl denganl
iramanyal sendiri,] sementaral kondisil riill dil lapanganl kurangl diperhatikanl secaral
matang.l Akhirnyal pendidikan tinggil tidakl mampul menjadil faktorl yangl pentingl
dalaml upayal peningkatanl kesejahteraanl masyarakat.l Pendidikanl tinggil beluml
mampul sepenuhnyal mampul melahirkanl sumberdayal manusial yangl layakl diterimal
dil lapanganl kerjal yangl ada,l danl pendidikanl tinggil jugal beluml mampul
menghasilkanl entrepreneurl yangl memilikil keberanianl danl kemandirian.

Dalaml hall ini,] setidaknyal kital mencatatl berbagail kendalal mendasarl yangl
adal dil dunial pendidikanl tinggi.l Makal denganl inil jugal diharapkanl mampul untukl
mengatasil berbagail kendalal tersebut.l Gunal meningkatkanl mutul pendidikanl dil

Indonesia,l setidaknyal mampul memenuhil minimuml standarl ketetapanl Nasional
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KESIMPULAN

Dalaml pengelolaan]l pendidikanl tinggil tentul memiikil standarl yangl harusl dil
penuhil olehl perguruanl tinggi,l gunal mencapail kualitasl pendidikanl tinggi,l
pemerintahl telahl mengeluarkanl Undang-undangl No.l 121 tahunl 20121 Pasall 541
tentangl Pendidikanl tinggil (SNI PT(l yangl ditetapkanl olehl Menteril atasl usull suatul
badanl yangl bertugasl menyusunl danl mengembangkanl Standarl Nasionall Pendidikanl
Tinggil yangl ditetapkanl olehl setiapl perguruanl tinggil denganl mengacul padal
standartl Nasionall Pendidikanl Tinggi.l Yangl tentul dalaml pengelolalaanl mutunyal
memilikil konsepl serta,] fungsil sertal standartl Nasional.l penerapanl otonomil
perguruanl tinggil yangl dalaml batas-batasl yangl diaturl dalaml ketentuanl perundang-
undanganl yangl berlaku,] memberikanl kebebasanl danl mendorongl kemandirianl dalaml
pengelolaanl akademik,l operasional,l personalia,]l keuanganl danl areal fungsionall
kepengelolaanl lainnyal yangl diaturl olehl masing-masingl perguruanl tinggi.l Adapunl
standarnyal adalahl PPSM-PTlI =] STANDARI NASIONALI PENDIDIKANI (SNP),1
Standarl Mutul PP.I No.191 Tahunl 20051 81 Jenisl SNPI Standarl Lain,] Berbagail
standarl mutul SNP1 BANI DIKTII AUN-QAI Isil Eligibilitasl Sisteml QA.l Namunl
dalaml penerapanl standarl pengelolaanl pendidikanl tinggil dil duial pendidikanl tentul
sajal dihadapkanl padal problem-problemnyal yangl harusl kital ketahuil gunal

meganalisisl danl mencaril solusinyal bersama.
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